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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of Independent variables (Board of Commissioners, 

Sharia Supervisory Board, Government Ownership, Foreign Ownership, Private Ownership, 

Bank Size, NPF) on the dependent variable profitability (ROA).The population in this research 

is the Syarial General Office in Indonesia. In this study, the non-probability sampling technique 

was used, which is a technique that does not give a normal chance for a sample to be sampled. 

The data analysis technique used in this study was multiple linear regression analysis using 

SPSS. Based on the research results it is known that profitability (ROA) can influence Good 

Corporate Governance (GCG). 

 

Keywords : Good Corporate Governance, Profitability. 

PENDAHULUAN 

Good Corporate Governance 

melakukan penerapan dalam kinerja 

perusahaan yang merupakan kunci sukses 

bagi perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dalam jangka panjang dan 

dapat bersaing dengan baik dalam bisnis 

global. Sebelumnya, banyak isu-isu di 

Indonesia mengenai lemahnya penerapan 

Good Corporate Governance dalam kinerja 

perusahaan. Hasil survei yang dilakukan 

oleh Mc. Kinsey & Co. (2002) dalam 

Sayidah (2007) mengatakan bahwa para 

investor cenderung menghindari 

perusahaan-perusahaan dengan predikat 

buruk dalam Corporate Governance. 

Dengan adanya krisis ekonomi 

financial di Asia pada tahun 1997, pada 

krisis di jepang tahun 1990 yang 

berpengaruh pada kinerja dari negara – 

negara di kawasan asia, salah satunya yaitu 

Indonesia, ada isu tentang penerapan Good 

Corporate Governance yang disertai 

dengan munculnya krisistersebut, alasan 

utama terjadinya krisis ekonomi se-Asia 

yang telah dikemukan oleh Sach (1998) 

dalam muhaimin (2009:105)  

Buruknya tata kelola pemerintahan dan 

perusahaan di Indonesia pada saat itu, 

menyebabkan perekonomian Indonesia 

menjadi buruk. Sejak itulah, semua pihak 

sepakat untuk dapat bangkit dari 

keterpurukan, Indonesia harus memulai 

dengan tata kelola yang baik dari 

pemerintah, perusahaan pemerintah dan 

swasta. Berbagai upaya untuk memperbaiki 

tata kelola dilakukan dengan menerapkan 

prinsip GCG di semua lini masyarakat. 

(Zarkasyi Wahyudin.2008) 

Berdasarkan Per-Undang-undangan 

Perbankan, Bank merupakan badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Dalam kegiatannya, Bank 

Umum Konvensional dan Bank Umum 

Syariah juga memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. OJK melakukan 

pengaturan dan pengawasan terhadap Bank 

Umum Konvensional dan Bank Umum 
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Syariah sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. 

Tabel 1 

Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2018-2021 

No Nama BANK 2018 2019 2020 2021 

1 PT. Sharia Aceh Bank 26 26 26 28 

2 PT. BDP West Nusa Tenggara Syariah 13 13 14 12 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia 83 82 80 80 

4 PT. Bank Victoria Syariah 9 9 7 5 

5 PT. Bank BRI Syariah 52 53 67 - 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah 9 9 9 9 

7 PT. Bank BNI Syariah 68 68 68 - 

8 PT. Mandiri Syariah Bank 130 129 127 - 

9 PT. Mega Syariah Bank 25 27 27 30 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah 15 13 11 10 

11 PT. Bukopin Sharia Bank 12 12 12 13 

12 PT. Syariah BCA 11 14 15 15 

13 PT. Sharia National Pension Savings Bank 24 1 24 24 

14 PT. Maybank Syariah Indonesia 1 24 1 1 

Sumber: OJK 

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) per desember 2018 - desember 2021, 

kita dapat menemukan beberapa indikator 

yang menunjukkan adanya perbedaan 

kinerja yang cukup mencolok antara 

perbankan syariah di kelompok bank Unit 

Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum 

Syariah (BUS) maka pada tahun 2018 

perkembangan Jumlah Bank Umum 

Syariah (BUS) cukup stabil, Sedangkan 

pada tahun 2019 perkembangan Jumlah 

Bank Umum Syariah (BUS) pada PT. Bank 

Mualamalat Indonesia, PT. Bank Syariah 

Mandiri, PT. Bank Panin Dubai Syariah, 

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah mengalami penurunan, sedangkan 

pada PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank 

Mega Syariah, PT. BCA Syariah dan PT. 

Maybank Syariah Indonesia mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2020 mengalami 

perubahan Jumlah Bank Umum Syariah 

(BUS) pada PT. BDP Nusa Tenggara Barat 

Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank 

BCA Syariah, dan PT. Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya, 

sedangkan pada PT. Bank Mualamalat 

Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. 

Bank Panin Dubai, dan PT. Maybank 

Syariah Indonesia Mengalami Penurunan 

dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 

PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Mega 

Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin 

mengalami kenaikan dari tahun 2020, 

sedangkan PT. BDP Nusa Tenggara Barat 

Syariah, PT. Bank Victoria Syariah 

mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. dan pada PT. Bank BRI 

Syariah, PT. Bank BNI Syariah dan PT. 

Bank Syariah Mandiri menutup semua 

kantor cabang. 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Good Corporate Governance (GCG) 

Berikut ini disajikan beberapa teori 

yang relevan terkait dengan praktik GCG di 

Indonesia (Hamdani, 2016). Teori 

corporate governance dapat diformulasikan 

dalam model-model corporate governance 

yang bersifat mainstream seperti masing-

masing teori yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

 



 

3 

Agency Theory 

Asumsi teori ini menyatakan bahwa 

pemisahan antara kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan dapat 

menimbulkan masalah keagenan (agency 

problem). Pemilik perusahaan akan 

memberikan kewenangan pada pengelola 

(manajer) untuk mengurus jalannya 

perusahaan seperti mengelola dana dan 

mengambil keputusan perusahaan lainnya 

untuk dan atas nama pemilik perusahaan. 

Dimungkinkan pengelola tidak bertindak 

atas kepentingan pemilik, karena adanya 

perbedaan kepentingan (confilct interest). 

Dalam teori agensi, kepemilikan saham 

sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham 

dan manajer (agen) diminta untuk 

memaksimalkan tingkat pengembalian 

pemegang. Dengan adanya GCG, temtunya 

dapat menjadi alat untuk memotivasi 

manajer agar mampu memaksimalkan nilai 

pemegang saham. 

Biaya keagenan (agency cost) dibagi 

menjadi: monitoring cost, bonding cost dan 

residual loss. Monitoring cost adalah biaya 

yang timbul dan ditanggung oleh principal 

untuk memonitor perilaku agent, yaitu 

untuk mengukur, mengamati dan 

mengontrol perilaku agent. Ketika 

perusahaan semakin berkembang dan 

kepemilikan saham semakin tersebar, maka 

semakin besar monitoring cost yang terjadi. 

Bonding cost merupakan biaya yang 

ditanggung oleh agen untuk menetapkan 

dan mematuhi mekanisme yang menjamin 

bahwa agent akan bertindak akan 

kepentingan principal. Sedangkan residual 

loss merupakan pengorbanan yang berupa 

berkurangnya kemakmuran principal 

sebagai akibat dari perbedaan keputusan 

agent dan keputusan principal (Hamdani, 

2016). 

Stewardship Model (Stewardship 

Theory) 

Teori stewardship diperkenalkan 

sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku 

dan premis. Teori stewardship beranggapan 

bahwa manajer tidak mempunyai 

kepentingan pribadi tapi lebih 

mementingkan keinginan prinsipal. Teori 

ini relatif baru sehingga kontribusi 

teoritisnya kurang mantap. Sebelumnya, 

peneliti telah mempertentangkan teori 

agency dan stewardship, namun gagal 

menguji aspek psikologis dan situasional 

yang dapat menjadi pondasi teori 

stewardship. Donaldson & Davis (1991) 

beranggapan bahwa teori stewardship 

adalah benar dan teori agency salah. 

Teori stewardship menggambarkan 

situasi dimana para manajer tidak 

termotivasi pada tujuan individu tetapi 

lebih ditujukan pada tujuan untuk 

kepentingan organisasi. Beberapa modal 

yang dipilih oleh agent dan pricipal dalam 

pengambilan keputusan ada empat macam 

(Hamdani, 2016): 

Meminimalisir biaya potensial Agen 

bertindak oportunistik Prinsipal bertindak 

oportunistik Memaksimalkan kinerja 

potensial 

Stakeholders Model (Stakeholders 

Theory) 

Istilah Stakeholder pertama kali 

diperkenalkan oleh Stanford Research 

Institute (SRI) pada tahun 1963. 

Stakeholder didefinisikan sebagai “any 

group or individual who can effect or be 

affected by the achievement of an 

organization’s objective”. Bahwa 

Stakeholder merupakan kelompok maupun 

individu yang dapat memengaruhi atau 

dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan 

organisasi. 

Faktor-faktor yang Memengaruhi 

Penerapan Good Corporate Governance 

(GCG) 

Dalam pelaksanaan GCG, terdapat 

perbedaan pelaksanaannya di tiap Negara, 

hal ini disebabkan oleh berbagai faktor 

antar lain seperti kerangka hukum, maupun 

hal-hal yang tidak tertulis namun memiliki 

pengaruh luar biasa pada tingkat 

keberhasilan penerapan prinsip-prinsip 

governance yang baik. 

1. Negara dan perangkatnya 

menciptakan peraturan perundang- 

undangan dan penegakan hukum secara 

konsisten (consistent law enforcement). 
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Peran Negara sangat menentukan 

keberhasilan GCG. Oleh karenanya Negara 

mempunyai peran strategis dalam 

mendorong terciptanya pemerintah yang 

bersih. Negara yang tidak 

menyelenggarakan preinsip-prinsip good 

governance (GG) akan memiliki 

kredibilitas yang rendah korupsi yang 

merajalela serta tidak terciptanya kepastian 

hukum. 

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar 

menerapkan GCG sebagai pedoman dasar 

melakukan usaha. GCG menjadi sebuah 

keniscahyaan, mengingat kegiatan usaha 

yang dilaksanakan oleh organ-organ 

perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan 

Dewan Direksi) harus dilakukan dalam 

rangka pemenuhan hak dan tanggung jawab 

seluruh pemegang saham, termasuk para 

pemegang saham minoritas yang 

notabenenya dikuasai oleh publik, atas 

dasar kewajaran dan kesetaraan (fairness) 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan anggaran dasar perusahaan. 

3. Masyarakat sebagai pengguna 

produk dan jasa dunia usaha serta pihak 

yang terkena dampak dari keberadaan 

perusahaan, menunjukkan kepedulian dan 

melakukan kontrol sosial (social control) 

secara objektif dan bertanggung jawab. 

4. Dewan Komisaris sebagai organ 

perusahaan bertugas dan bertanggung 

jawab secara kolektif untuk melakukan 

pengawaan dan memberikan nasihat 

kepada Direksi serta memastikan bahwa 

perusahaan melaksanakan GCG. Namun 

demikian, Dewan Komisaris tidak boleh 

turut serta dalam dalam mengambil 

keputusan operasional. Kedudukan 

masing-masing anggota Dewan Komisaris 

termasuk Komisaris Utama adalah setara. 

Tugas komisaris Utama sebagai primus 

inter pares adalah mengkoordinasikan 

kegiatan Dewan Komisaris. 

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

11/33/PBI/2009 adalah dewan yang 

bertugas memberikan nasihat dan saran 

kepada direksi serta mengawasi kegiatan 

bank agar sesuai dengan prinsip syariah. 

6. Kepemilikan Suatu perusahaan yang 

semakin berkembang, semua fungsi yang 

dibutuhkan dalam pengelolaan suatu 

perusahaan tidak mungkin dilaksanakan 

oleh pemilik, karena keterbatasan waktu, 

kemampuan, dan sebagainya. Dalam 

kondisi yang demikian pemilik perlu 

manunjuk pihak lain yang profesional, 

untuk melaksanakan tugas mengelola 

kegiatan yang lebih baik. Struktur 

kepemilikan adalah pembeda antara 

pemilik perusahaan dan manajer 

perusahaan. Pemilik atau pemegang saham 

adalah pihak yang menyertakan modal 

kedalam perusahaan, sedangkan manajer 

adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan 

diberi kewenangan mengambil keputusan 

dalam mengelola perusahaan, dengan 

harapan manajer bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemilik. 

Ukuran Bank 

Dapat diketahui melalui total aktiva yang 

dimiliki oleh bank dan cara mengukurnya 

adalah : 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑘 = 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎) 

Ukuran bank tentu menandakan 

seberapa banyak aktiva yang dimiliki oleh 

bank untuk menjalankan usahanya, 

semakin besar total aset yang dimiliki bank 

maka bank mempunyai modal yang besar 

untuk mendapat keuntungan dan akan 

berdampak pada profitabilitas. (Barry et al, 

2010 dan Noor & Ahmad, 2009). 

Bank Size atau ukuran perusahaan 

pada dasarnya merupakan hal yang penting 

dalam suatu perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan dapat ditunjukkan oleh total 

aset, jumlah penjualan, rata-rata tingkat 

penjualan dan rata-rata total aset (Kasmir, 

2016). Bank size diperoleh dari logaritma 

natural dari total asset yang dimiliki bank 

yang bersangkutan pada periode tertentu 

(Rajiv & Sarat, 2003).  

 

 



 

5 

Non Performing Financing (NPF) 

Risiko bank adalah risiko yang 

dihadapi bank dalam menjalankan operasi 

nya, risiko yang digunakan dalam proposal 

ini adalah risiko pembiayaan menggunakan 

NPF (Non Performing Financing). Dalam 

menjalankan usahanya bank mempunyai 

pendapatan yang didapat dari pembiayaan 

yang diberikan oleh bank kepada debitur 

baik itu pembiayaan yang bersifat produktif 

maupun konsumtif. 

Dalam menyalurkan pembiayaan tentu 

ada kemungkinan debitur mengalami gagal 

bayar dikarenakan kondisi keuangan 

debitur yang bermasalah, karakter debitur 

yang tidak mempunyai itikad baik untuk 

membayar kewajibannya kepada bank dan 

kesalahan pihak bank dalam proses 

persetujuan pembiayaan. Rumus dan 

perhitungan rasio NPF adalah sebagai 

berikut: 

NPF = 
Pembiayaan Bermasalah

Total Pembiayaan
 x 

100% 

Semakin tinggi risiko pembiayaan 

sama dengan semakin tingginya rasio NPF 

yang menunjukkan kegagalan debitur untuk 

memenuhi kewajibannya pada bank baik 

itu nisbah bagi hasil maupun pokok dan 

akan berpengaruh terhadap profitabilitas 

bank (BIS, 2011). 

Profitabilitas 

Profitabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Dengan kata 

lain, profitabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk mencapai laba. 

Profitabilitas suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kebijakan para investor atas 

investasi yang dilakukan. Kemampuan 

peurusahaan untuk menghasilkan laba akan 

dapat menarik para investor untuk 

menanamkan dananya guna memperluas 

usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas 

yang rendah akan menyebabkan para 

investor menarik dananya. Sedangkan bagi 

perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat 

digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas 

pengelolaan badan usaha tersebut.  

Return On Assets (ROA) 

ROA merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan manajemen 

dalam menghasilkan laba. Perhitungan 

ROA yang merupakan pengukur laba bersih 

sebelum dikurangi pajak terhadap rata-rata 

aset. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan (SEOJK) Nomor 

10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, ROA didapatkan 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 = 
Laba bersih setelah pajak

Total aset (Rata − rata total aset)
 × 

100% 

Semakin besar nilai ROA, 

menunjukkan kinerja perusahaan yang 

semakin baik pula, karena tingkat 

pengembalian investasi semakin besar. 

“Nilai ini mencerminkan pengembalian 

perusahaan dari seluruh aktiva (atau 

pendanaan) yang diberikan pada 

perusahaan” (Wild, Subramanyam, dan 

Halsey, 2005:65). 

Kerangka Pemikiran 

 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

Pada kerangka pemikiran ini peneliti 

melakukan penelitian GCG yang dilihat 

dari struktur dewan dan struktur 

kepemilikan. Struktur dewan terdiri dari 

jumlah komisaris dan Dewan Pengawas 

Syariah, untuk struktur kepemilikan terdiri 
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dari pemeirntah, asing dan swasta serta 

ukuran bank dan NPF. Penelitian ini 

dilakukan dengan dua kali analisis pertama 

melihat pengaruh GCG, risiko bank dan 

ukuran bank terhadap profitabilitas dengan 

ROA. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

korelasional, yaitu suatu studi yang akan 

dilakukan untuk membuktikan apakah 

adanya pengaruh antara Good Corporate 

Governance (GCG), NPF dan ukuran bank 

terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank 

Syariah di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

metode kuantitatif yang mempunyai tujuan 

untuk menunjukkan hubungan antar 

variabel, menguji teori, mencari 

generalisasi yang mempunyai nilai 

prediktif. Teori merupakan kerangka dalam 

penelitian kuatitatif yang melandasi 

perumusan masalah atau pertanyaan, 

pegembangan hipotesis, pengujian data, 

dan pembuatan kesimpulan (Arikunto, 

2019). Penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan data sekunder, yaitu 

menganalisis data yang sudah ada tanpa 

perlu melakukan wawancara, survey, 

observasi dan teknik pengumpulan data 

tertentu lainnya namun data diperoleh 

melalui laporan keuangan tahunan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini bersifat kuantitatif 

dimana data yang dihasilkan melalui 

laporan keuangan. Dari data yang didapat 

dilakukan analisis dengan menggunakan 

software SPSS. Penelitian ini diperoleh dari 

Laporan keuangan tahunan Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode 2010-2021 

serta data statistik perbankan Indonesia 

yang diperoleh dari situs resmi OJK 

(www.ojk.go.id), maupun Website resmi 

masing-masing Bank Umum Syariah. 

Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 2 

Analisis Statistik Deskriptif 

Return On Assets (ROA) memiliki 

nilai minimum sebesar 0.3,yaitu bank BRI 

Syariah pada tahun 2010. nilai maximum 

sebesar 6.93, yaitu pada Bank Victoria 

Syariah pada tahun 2011. nilai rata-rata 

sebesar 1.4244 Yaitu Bank Bukopin, Bank 

Maybank Indonesia, Bank Panin Syariah 

dengan standar deviasi sebesar 1.47875. 

Dewan Komisaris memiliki nilai 

minimum sebesar 2.0 yaitu bank Panin 

syariah pada tahun 2012-2016 sedangkan 

nilai maximum sebesar 6.0, pada bank 

Muamalat pada tahun 2010-2015 nilai rata-

rata sebesar 3.5702 yaitu bank muamalat 

Indonesia dan Bank BCA Syariah dengan 

standar deviasi sebesar 0,93832. 

Dewan Pengawas Syariah memiliki 

nilai minimum sebesar 1.0, yaitu Bank 

Maybank Syariah pada tahun 2010-2021 

sedangkan nilai maximum sebesar 3.0, yaitu 

pada Bank Syariah Mandiri, Bank Jabar 

Banten, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat 

Indonesia pada tahun 2010-2021. 

sedangkan nilai rata-rata sebesar 2.0909 

yaitu Bank Bukopin, Bank BNI Syariah, 

Bank Maybank Indonesia dengan standar 

deviasi sebesar 0,51640.  

Kepemilikan Pemerintah memiliki 

nilai minimum sebesar 0 yaitu Bank 

Muamalat, Bank Syariah Mega, Bank 

Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank 

BCA Syariah, Bank Maybank Indonesia 

pada tahun 2010-2021 sedangkan pada 

Bank Syariah Bukopin dari tahun 2014-

2021. sedangkan nilai maximum sebesar 

99.99, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank 

BRI Syariah, Bank BNI Syariah pada tahun 

2010-2021. nilai rata-rata sebesar 29.7950 

yaitu Bank Jabar dan Banten Syariah, Bank 

Victoria dengan standar deviasi sebesar 

44.9708. 
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Kepemilikan Asing memiliki nilai 

minimum sebesar 0, yaitu bank Syariah 

Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, 

Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, 

Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, 

Bank Jabar dan Banten Syariah, Bank BNI 

Syariah, Bank Maybank Indonesia pada 

tahun 2010-2021 sedangkan Bank Panin 

Syariah pada tahun 2010-2014. Sedangkan 

nilai maximum sebesar 87.42, yaitu pada 

Bank Muamalat pada tahun 2020-2021. 

nilai rata-rata sebesar 8.8088 Yaitu pada 

bank BRI Syariah, Bank Syariah Mega 

dengan standar deviasi sebesar 23.933308. 

Ukuran Bank memiliki nilai minimum 

sebesar 0.10, yaitu bank Jabar Banten 

Syariah pada tahun 2011-2012, Pada Bank 

BTPN Syariah pada tahun 2010-2012. 

Sedangkan pada Bank syariah bukopin 

pada tahun 2015 nilai maximum sebesar 

98.09, nilai rata-rata sebesar 9.3832 yaitu 

Bank Victoria, Bank BCA Syariah, Bank 

Maybank Indonesia dengan standar deviasi 

sebesar 8.853378.  

Non Performing Financing (NPF) 

memiliki nilai minimum sebesar 0, yaitu 

bank BCA Syariah pada tahun 2011-2013, 

pada Bank Maybank Indonesia pada tahun 

2019-2020. nilai maximum sebesar 42.00, 

yaiitu pada Bank Muamalat pada tahun 

2014 nilai rata-rata sebesar 3.0845 yaitu 

Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, 

Bank BNI Syariah dengan standar deviasi 

sebesar 3.98090. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini untuk memprediksikan 

nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan dan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif. 

 

 

 

 

Tabel 3 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

ROA = 3.815 – 0,016 Dewan 

Komisaris1 – 1.000 DPS2 – 0,002 Kep. 

Pemerintah3 – 0,006 Kep. Asing4 – 0,007 

Ukuran Bank5 – 0,026 NPF6 + e 

Dewan Komisaris 

Nilai koefesien Dewan Komisaris 

adalah sebesar -0.016 satuan. Nilai Dewan 

Komisaris yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan tidak searah antara 

variabel Dewan Komisaris dengan ROA. 

Ini berarti setiap terjadi kenaikan jumlah 

anggota Dewan Komisaris sebesar 1% 

maka akan menurunkan profitabilitas 

sebesar 1.6%. (dengan asumsi nilai 

koefesien variabel lain tetap atau kostanta). 

Dewan Pengawas Syariah 

Nilai koefesien Dewan Pengawas 

Syariah adalah sebesar -1.000 satuan. Nilai 

Dewan Pengawas Syariah yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan tidak 

searah antara variabel Dewan Pengawas 

Syariah  dengan ROA. Ini berarti setiap 

terjadi kenaikan jumlah anggota Dewan 

Pengawas Syariah sebesar 1% maka akan 

menurunkan profitabilitas sebesar 100%. 

(dengan asumsi nilai koefesien variabel lain 

tetap atau kostanta). 

Kepemilikan Pemerintah 

Nilai koefesien Kep. Pemerintah 

adalah sebesar -0.002 satuan. Nilai Kep. 

Pemerintah yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan tidak searah antara 

variabel Kep. Pemerintah dengan ROA. Ini 

berarti setiap terjadi kenaikan jumlah 

anggota Kep. Pemerintah sebesar 1% maka 

akan menurunkan profitabilitas sebesar 

0.2%. (dengan asumsi nilai koefesien 

variabel lain tetap atau kostanta). 
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Kepemilikan Asing 

Nilai koefesien Kep. Asing adalah 

sebesar -0.006 satuan. Nilai Kep. Asing 

yang negatif menunjukkan adanya 

hubungan tidak searah antara variabel Kep. 

Asing dengan ROA. Ini berarti setiap 

terjadi kenaikan jumlah anggota Kep. 

Asing sebesar 1% maka akan menurunkan 

profitabilitas sebesar 0.6%. (dengan asumsi 

nilai koefesien variabel lain tetap atau 

kostanta). 

Ukuran Bank 

Nilai koefesien Ukuran Bank adalah 

sebesar -0.007 satuan. Nilai Ukuran Bank 

yang negatif menunjukkan adanya 

hubungan tidak searah antara variabel 

Ukuran Bank dengan ROA. Ini berarti 

setiap terjadi kenaikan jumlah anggota 

Ukuran Bank sebesar 1% maka akan 

menurunkan profitabilitas sebesar 0.7%. 

(dengan asumsi nilai koefesien variabel lain 

tetap atau kostanta). 

Non Performing Financing 

Nilai koefesien NPF adalah sebesar -

0.026 satuan. Nilai NPF yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan tidak 

searah antara variabel NPF dengan ROA. 

Ini berarti setiap terjadi kenaikan jumlah 

anggota NPF sebesar 1% maka akan 

menurunkan profitabilitas sebesar 2.6%. 

(dengan asumsi nilai koefesien variabel lain 

tetap atau kostanta). 

Pembahasan 

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap 

ROA 

Dari tabel 3 diperoleh nilai signifikansi 

0,931 > 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak artinya secara parsial tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara Dewan 

Komisaris terhadap ROA. 

Keberadaan komisaris independen 

dalam suatu perusahaan tidak menjamin 

perusahaan melakukan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance yang 

nantinya berdampak positif terhadap 

Profitabilitas (ROA). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian dari Taufikur Rahman 

(2018)) yang dimana dalam penelitiannya 

Dewan Komisaris Independen tidak 

berpengaruh terhadap Profitabilitas. 

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah 

terhadap ROA 

Dari tabel 3 diperoleh nilai signifikansi 

0,001 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima artinya secara parsial terdapat 

pengaruh signifikan antara DPS terhadap 

ROA. 

Pada hasil analisis regresi linear 

berganda dengan menggunakan analisis 

faktor dapat diketahui bahwa Dewan 

Pengawas Syariah ternyata tidak memiliki 

peran yang efektif dalam meningkatkan 

kinerja bank syariah karena hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa keberadaan DPS 

justru berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA dan tidak berpengaruh 

terhadap nilai NPF. Hasil ini konsisten 

dengan hasil analisis regresi lanjutan yang 

juga menunjukkan bahwa keberadaan DPS 

tidak memiliki peran yang efektif terhadap 

kinerja bank syariah, dimana hasil analisis 

regresi menunjukkan dari tujuh variabel 

karakteristik DPS hanya terdapat dua 

variabel yaitu Pendidikan DPS dan 

Reputasi DPS yang signifikan berpengaruh 

terhadap ROA namun dengan arah yang 

negatif, dan hanya ada satu variabel yaitu 

Ukuran DPS yang berpengaruh signifikan 

terhadap NPF namun juga dengan arah 

positif yang artinya Hasil Sesuai. 

Arry Eksandy (2018), semakin banyak 

Dewan Pengawas Syariah akan mendorong 

kinerja keuangan yang lebih baik karena 

dengan adanya Dewan Pengawas Syariah 

yang lebih banyak, perusahaan (bank) lebih 

memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, 

dan jaringan profesional serta sosial yang 

lebih baik. Semakin banyaknya anggota 

DPS yang didukung dengan latar belakang 

pendidikan yang tinggi, keahlian dalam 

bidang perbankan dan keuangan, reputasi 

yang baik serta pengalaman merangkap 

jabatan di lembaga keuangan syariah lain 

maka akan dapat memberikan pengawasan 
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yang lebih efektif terhadap keseluruhan 

operasional perusahaan. Selain itu, rapat 

yang dilakukan DPS juga merupakan 

sarana yang penting bagi DPS untuk 

melakukan diskusi, membuat strategi 

pengawasan, dan mengevaluasi manajemen 

dalam hal kepatuhan terhadap prinsip 

syariah. 

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah 

terhadap ROA 

Dari tabel 3 diperoleh nilai signifikansi 

0,658 > 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak artinya secara parsial tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara Kep. 

Pemerintah terhadap ROA. 

Bank dengan kepemilikan pemerintah 

sering diasosiasikan dengan buruknya 

kinerja seperti profitabilitas yang rendah, 

tidak efisien, lambatnya produktivitas dan 

pertumbuhan serta risiko-risiko yang lebih 

besar yang dihadapi bank.  

Hasil penelitian sebelumnya mengenai 

efek kepemilikan pemerintah terhadap 

kinerja yang dilakukan oleh Farah Nur 

Sabrina (2015) menemukan bahwasanya 

kepemilikan pemerintah mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas serta menyimpulkan adanya 

ketidak efisienan dan penurunan kinerja 

pada perbankan. 

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap 

ROA 

Dari table 3 diperoleh nilai signifikansi 

0,428 > 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak artinya secara parsial tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara Kep. Asing 

terhadap ROA. 

Bank dengan kepemilikan asing yang 

baru beroperasi disuatu negara (host 

country) akan beradaptasi terhadap 

perbedaan bahasa, regulasi, hukum, dan 

kondisi ekonomi di negara tersebut.  

Hasil Penelitian menurut Harjum 

Muharam (2015) menyatakan bahwa bank 

kepemilikan asing cenderung memiliki 

margin bunga, profitabilitas dan 

pembayaran pajak yang lebih tinggi 

dibandingkan bank domestik di negara 

berkembang, sedangkan kebalikannya 

untuk bank asing yang beroperasi di negara 

maju. 

Variabel Ukuran Bank terhadap ROA 

Dari tabel 3 diperoleh nilai signifikansi 

0,665 > 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak artinya secara parsial tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara Ukuran Bank 

terhadap ROA. 

Ukuran Bank dilihat dari seberapa 

banyak total asset yang dimiliki oleh suatu 

bank umum syariah. Secara teori apabila 

ukuran bank semakin besar maka bank 

tersebut akan mendapatkan keuntungan 

dari total asset yang banyak tersebut dan 

akan berdampak pada tingkat profitabilitas 

bank umum syariah. Dan apabila total asset 

nya kecil maka akan berdampak pada 

profitabilitas yang sedikit pula. Dari hasil 

penelitian ini dijelaskan bahwa variabel 

ukuran bank tidak berpengaruh signifikan 

atau negatif terhadap profitabilitas bank 

umum syariah. Jika dilihat dari rata-rata 

ukuran bank berada pada 16 %. 

Hasil Penelitian Ni Putu Yumiari 

(2019) menunjukkan adanya hubungan 

yang negatif antara ukuran perusahaan dan 

perbankan di Indonesia.  

PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh Good 

Corporate Govermance terhadap 

profitabilitas (ROA) Bank Syariah di 

Indonesia yang diukur melalui Dewan 

Komisaris, Dewan pengawas Syariah, 

Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan 

Asing, Ukuran Bank, dan NPF Sebagai 

Variabel Independent yang diukur dengan 

Return On Asset (ROA) Sebagai Variabel 

dependent. 

Berdasarkan hasil uji analisis dewan 

komisaris memperoleh nilai signifikansi 

0,931 > 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak yang artinya berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas pada bank 

syariah Indonesia yang terdaftar pada 
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Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2010 – 

2021, sedangkan untuk nilai koefesien 

Dewan Komisaris adalah sebesar -0.016 

satuan, nilai yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan tidak searah antara 

variabel Dewan Komisaris dengan ROA. 

yang berarti setiap terjadi kenaikan jumlah 

anggota Dewan Komisaris sebesar 1% 

maka akan menurunkan profitabilitas 

sebesar 1.6% 

Berdasarkan hasil uji analisis Dewan 

Pengawas Syariah memperoleh nilai 

signifikansi 0,001 > 0,05 maka H0 ditolak 

dan H1 diterima yang artinya berpengaruh 

Positif signifikan terhadap profitabilitas 

pada bank syariah Indonesia yang terdaftar 

pada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 

2010 – 2021, sedangkan Nilai koefesien 

Dewan Pengawas Syariah adalah sebesar -

1.000 satuan. Nilai yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan tidak 

searah antara variabel Dewan Pengawas 

Syariah dengan ROA. yang berarti setiap 

terjadi kenaikan jumlah anggota Dewan 

Pengawas Syariah sebesar 1% maka akan 

menurunkan profitabilitas sebesar 100%. 

Berdasarkan hasil uji analisis 

Kepemilikan Pemerintah memperoleh nilai 

signifikansi 0,658 > 0,05 maka H0 diterima 

dan H1 ditolak yang artinya berpengaruh 

negatif signifikan terhadap profitabilitas 

pada bank syariah Indonesia yang terdaftar 

pada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 

2010 – 2021, sedangkan Nilai koefesien 

Dewan Pengawas Syariah adalah sebesar -

0.002 satuan. Nilai yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan tidak 

searah antara variabel Dewan Pengawas 

Syariah dengan ROA. yang berarti setiap 

terjadi kenaikan jumlah anggota Dewan 

Pengawas Syariah sebesar 1% maka akan 

menurunkan profitabilitas sebesar 0.2%. 

Berdasarkan hasil uji analisis 

Kepemilikan Asing memperoleh nilai 

signifikansi 0,658 > 0,05 maka H0 diterima 

dan H1 ditolak yang artinya berpengaruh 

negatif signifikan terhadap profitabilitas 

pada bank syariah Indonesia yang terdaftar 

pada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 

2010 – 2021, sedangkan Nilai koefesien 

Dewan Pengawas Syariah adalah sebesar -

0.002 satuan. Nilai yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan tidak 

searah antara variabel Dewan Pengawas 

Syariah dengan ROA. yang berarti setiap 

terjadi kenaikan jumlah anggota Dewan 

Pengawas Syariah sebesar 1% maka akan 

menurunkan profitabilitas sebesar 0.2%. 

Berdasarkan hasil uji analisis Ukurann 

Bank memperoleh nilai signifikansi 0,665 

> 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak 

yang artinya berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas pada bank syariah 

Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa 

Keuangan pada tahun 2010 – 2021, 

sedangkan Nilai koefesien Dewan 

Pengawas Syariah adalah sebesar -0.007 

satuan. Nilai yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan tidak searah antara 

variabel Dewan Pengawas Syariah dengan 

ROA. yang berarti setiap terjadi kenaikan 

jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah 

sebesar 1% maka akan menurunkan 

profitabilitas sebesar 0.7%. 

Berdasarkan hasil uji analisis Non 

Performing Financing (NPF) memperoleh 

nilai signifikansi 0,440 > 0,05 maka H0 

diterima dan H1 ditolak yang artinya 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas pada bank syariah Indonesia 

yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan 

pada tahun 2010 – 2021, sedangkan Nilai 

koefesien Dewan Pengawas Syariah adalah 

sebesar -0.026 satuan. Nilai yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan tidak 

searah antara variabel Dewan Pengawas 

Syariah dengan ROA. yang berarti setiap 

terjadi kenaikan jumlah anggota Dewan 

Pengawas Syariah sebesar 1% maka akan 

menurunkan profitabilitas sebesar 2,6%. 
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